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Abstrak 
Salah satu pajak yang berkontribusi bagi pembangunan daerah 

yaitu pajak reklame. Masalah yang sering timbul adalah banyaknya 
reklame yang masih terpasang namun sudah melampaui jangka waktu 
batas pemasangan, bisa disebut pajak reklame illegal. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui sinergitas atau kerja sama antara Badan 
Pelayanan Pajak Daerah denganiDinas PenanamaniModal daniPelayanan 
TerpaduiSatu Pintuidalam menangani masalahipajak reklameiillegal di 
KabupateniSidoarjoidan mengetahui upayaapenerapan sanksi hukum 
terhadapareklame tanpa izin di kabupaten sidoarjo. Penelitianaini 
menggunakanametode penelitianadeskriptifakualitatif. Hasilipenelitian 
iniaadalah adanya sinergitas komunikasi antara kedua belah pihak 
dalam penanganan pajak reklame illegal berupa rekonsiliasi yang 
dilakukan tiap 2 bulan atau 3 bulan sekali sebagai upaya agar data yang 
dimiliki cocok dan terjalin komunikasi yang baik antara BPPD dan 
DPMPTSP dan dengan pengadaan KSWP (Konfirmasi Status Wajib 
Pajak), Dimana KSWP ini bertujuan agar data yang masuk di BPPD akan 
dilanjutkan untuk di follow up DPMPTSP karena BPPD hanya bertindak 
sebagai pelayanan pajaknya saja. Upaya penerapan sanksi hukum 
terhadap reklame tanpa izin di kabupaten sidoarjo yaitu BPPD akan 
koordinasi dengan DPMPTSP dan Satpol PP lalu customernya akan 
dipanggil. 

Kata kunci : pajak reklame, sinergitas, sanksi hukum 

Abstract 
One of the tax that contributes to regional development is the 

advertisement tax. The problem that often arises is the number of 
advertisement that are still installed but have exceeded the installation 
deadline, can be called illegal advertisement tax. This study aims to 
determine the synergy or the cooperation between the regional tax service 
agency with the one-stop integrated service and investment service 
department in handling with the problem of illegal advertisement tax in 
Sidoarjo Regency and to find out the efforts to apply legal sanctions to 
advertisement without permission in Sidoarjo regency. This research uses 
descriptive qualitative research methods.  The results of this research are 
the synergy of communication between the both sides in handling illegal 
advertisement tax in the form of reconciliation which is conducted every 2 
months or 3 months as an effort to make the data suitable and good 
communication is established between BPPD, DPMPTSP and with the 



procurement of KSWP (Confirmation of Taxpayer Status), where the 
KSWP aims to keep the data entered in the BPPD to be followed up for 
DPMPTSP because the BPPD only acts as a tax service. Efforts to apply 
legal sanctions to dvertisement without permission in Sidoarjo regency, 
that is BPPD, will coordinate with DPMPTSP, Satpol PP and then the 
customers will be called. 
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PENDAHULUAN 

Pembangunan daerah tidak terlepas dari berhasilnya pemerintah daerah 

dalam mengelola daerahnya termasuk dalam urusan pajak. Berbagai jenis pajak 

telah dibuat dan siapkan untuk memenuhi amanat menghimpun penerimaan 

negara yang berasal dari pajak. Namun dalam proses penarikan pajak selalu 

terdapat kesulitan karena merupakan masalah yang sulit dan rumit sehingga 

memerlukan korelasi yang signifikasi antara pemerintah dan para wajib pajak. 

Pemerintah dalam hal ini sudah banyak melakukan kemudahan dalam 

pelaksanaan pajak, mulai dari proses perizinan maupun pembayarannya. 

Namun masih banyak kendala yang ditemui, bukan hanya berasal dari oknum 

pemerintah maupun dinas yang bersangkutan tapi juga dari masyarakat yang 

masih enggan sadar diri dengan kewajiban yang harus dilakukan padahal pajak 

untuk pembangunan negara dan fasilitas yang diperoleh setiap harinya. 

Pajakaadalah kontribusiawajib kepadaadaerah yangaterutang olehaorang 

pribadiaatau badanayang bersifatamemaksa berdasarkanaUndang-Undang, 

denganatidak mendapatkanaimbalan secaraalangsung danadigunakan untuk 

keperluanaadaerah bagiaasebesar-besarnya kemakmuranaarakyat. Pajak 

dikelompokkanimenjadi duaibagianiyaituiPajakiNegaraidan PajakiDaerah,ilalu  

pajakadaerah dibagivmenjadi duavbagian yaknivPajak ProvinsivdanvPajak 

KabupatenaatauaKota. Pajakinegara pelaksanaanipungutannya dilakukanioleh 

pusat,isedangkan pajakadaerah pungutannyaadilakukan olehadaerah (provinsi 

danikabupaten atauikota). 

Salahisatu pajakiyang berkontribusiibagi pembangunanidaerah yaituipajak 

reklame. Reklameiadalahibenda,ialat,iperbuatan,iatau mediaiyangibentukidan 

corakmragamnya dirancangmuntuk tujuanmkomersialmmemperkenalkan, 

menganjurkan,mmempromosikan,matau untukmmenarik perhatianmumum 

terhadapibarang,ijasa,iorang,iatauibadan, yangidapatidilihat,idibaca,ididengar, 

dirasakan,idan/atauidinikmatiiolehiumum. 

Jadi,hPajak reklamehadalah pajakhatas penyelenggaraanhreklamehyang 

dipungutiberdasarkaniUndang-undangiyangiberlaku.  



Peraturanadaerah kabupatenasidoarjo nomora7 tahuna2011 tentangapajak 

reklameamenyatakan bahwaaPajak Reklameamerupakan salahaisatuaiPajak 

Daerahisebagai sumberipendapatan asliiDaerah yangipenting gunaimendanai 

penyelenggaraanipemerintahanidanipembangunanidaerahiuntukimemantapkan 

OtonomiiDaerah yangiluas,inyata, danibertanggungijawab. 

PajakiReklame merupakan salahisatu jenisipajak Provinsiiyang telahidiatur 

dalamaUndang-UndangaNomor 28aTahun 2009atentang PajakaDaerahadan 

RetribusiaDaerah yangadimana tarifaPajak Reklameaditetapkan sebesaripaling 

tinggiasebesara25%. DalamaPERDA KabupatenaSidoarjo nomora7 tahuna2011 

pajakireklame ditetapkanisebesar 25%idari nilaiisewa. 

Pemasangan berupamselebaran,mstiker,mbaliho,mspanduk danaposteraini 

diberikanawaktu tenggangayang sudahaditetapkananamun masalah yang 

sering timbul adalah adanya oknum yang tak menaati peraturan tersebut 

bahkan tetap dibiarkan terpasang begitu saja maka pajak reklame tersebut 

disebut dengan illegal. Masalah yang kedua yaitu adanya sanksi yang diberikan 

akibat pelanggaran yang dilakukan namun terkadang masih dihiraukan. 

Alasan melakukan penelitian berdasarkan masalah tersebut diatas dengan 

mengacu pada teori yang digunakan adalah untuk melihat sinergitas yang 

dilakukan antara badan pelayanan pajak daerah dengan dinasapenanaman 

modalidan pelayananiterpadu satuipintu kabupatenisidoarjo dalamipenanganan 

pajakareklame illegalaserta upayaapenerapan sanksiahukum terhadapareklame 

tanpa izin di kabupaten sidoarjo. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Kebijakan Publik 

ThomasaRaDye sebagaimanaadikutipaIslamya(2009:19)amendefinisikan 

kebijakanapublikasebagaia“isawhateverigovernmentichooseitoidoaoranotitoido” 

(apapuniyang dipilihipemerintah untukidilakukan atauiuntuk tidakidilakukan). 

Definisiiini menekankanibahwa kebijakanipublik adalahimengenaiiperwujudan 



“tindakan”idan bukanamerupakan pernyataanakeinginan pemerintahaatau 

pejabatapublikasemata. 

Kebijakanaidapat pulaaidipandang sebagaiaisistem. Bilaaikebijakan 

dipandangasebagai sebuahasistem, makaakebijakan memilikiaelemen-elemen 

pembentuknya. Menurutnyaaterdapat tigaaelemen kebijakaniyangimembentuk 

sistemakebijakan. Dyeamenggambarkan ketigaaielemen kebijakanaitersebut 

sebagaiakebijakanapublik/publicapolicy, pelakuakebijakan/policyastakeholders, 

danilingkunganikebijakan/policyienvironment. 

SedangkanmDavid Eastonmsebagaimana dikutipmAgustinom(2008:19) 

memberikanadefinisi kebijakanapublik sebagaia“ theaautorative allocationaof 

valuesafor theawholeasociety”. Definisiaini menegaskanabahwa hanyaapemilik 

otoritasadalam sistemapolitika(pemerintah) yangasecara sahadapataberbuat 

sesuatuipada masyarakatnyaidan pilihanipemerintah untukimelakukan sesuatu 

atauitidak melakukanisesuatu diwujudkanidalam bentukipengalokasianinilai-

nilai. 

Kebijakanapublik denganamodel sistemamengandaikan bahwaakebijakan 

merupakanihasil atauioutput dariisistem (politik). Sepertiidipelajari dalamiilmu 

politik, sistemipolitik terdiriidariiinput,ithroughput,idanioutput. 

Laluimenurut JamesiE. Andersoni(1984) Kebijakanipubliki(Public Policy) 

adalahisuatu aturaniyang mengaturikehidupan bersamaiyang harusiditaatiidan 

berlakuamengikat seluruhawarganya, setiapapelanggaran akanadiberiasanksi 

sesuaiidenganibobot pelanggaraniyang dilakukanidan sanksiidijatuhkanididepan 

masyarakatioleh lembagaiyang mempunyaiitugas menjatuhkanisanksi. 

Dimanaaimplikasi dariakebijakan tersebutaadalah: 1) kebijakanapublik 

selaluamempunyai tujuanatertentu atauamempunyaiatindakan-tindakan yang 

berorientasiapadaatujuan; 2) kebijakanaipublik berisiaitindakan-tindakan 

pemerintah; 3) kebijakanapublik merupakanaapa yangabenar-benaradilakukan 

olehapemerintah, jadiabukan merupakanaapa yangamasih dimaksudkanauntuk 

dilakukan; 4)akebijakan publikayang diambilabisa bersifatapositif dalamaarti 

merupakanatindakan pemerintahamengenai segalaasesuatu masalahatertentu, 



atauabersifat negatifidalam artiimerupakan keputusanipemerintah untukitidak 

melakukanisesuatu; 5)ikebijakan pemerintahisetidak-tidaknyaidalam artiayang 

positifadidasarkan padaaperaturan perundanganayang bersifatamengikatadan 

memaksa. 

Sinergitas 

Najiyatimdan Rahmatm(2011) Mendefinisikanmbahwa sinergimsebagai 

kombinasiaatau paduanaunsur atauabagian yangidapat menghasilkanikeluaran 

lebihabaik danalebihabesar. Jadiaisinergi dapataidipahami sebagaiaioperasi 

gabunganaatau perpaduanaunsur untukamenghasilkan outputiyang lebihabaik 

Jugaadapat diartikanasebagai kerjasamaaunsur atauabagian atauafungsiaatau 

instansiaatau lembagaayang menghasilkanasuatu tujuanalebih baikadanalebih 

besaradaripada dikerjakanasendiri. Hasiladari bersinergiaadalahaterciptanya 

salingaimenghargai danaipelaksanaan tugasaatau kewajibanamenjadialebih 

maksimaladanaefisien. Sinergitasadapat terbangunamelalui duaacara yaitu 

KomunikasiidaniKoordinasi. 

Karenaapada dasarnyaisinergitas akaniterjadi apabilaaterjadi koordinasi 

danakomunikasi yangabaik antaraakeduanya. Komunikasiatidak dapataberdiri 

sendiriitanpa adanyaikoordinasi. Komunikasiimerupakan caraiyangidigunakan 

sumberauntuk menyampaikanainformasi danakemudian siapenerimaapesan 

memberikanmrangangan atasminformasi yangmdisampaikan.mMunculnya 

rangsanganiini artinyaiadanya timbalibalik dariisi penerimaisehinggaiterjadilah 

pertukaraniinformasi. 

Koordinasi 

Istilahikoordinasi berasalidari kataiinggris coordinationiyangimempunyai 

artiimengatur. Koordinasiadan kerjaasama atauahubungan kerjaaadalahadua 

pengertianiyang salingiterkait. Koordinasiihanya dapatidicapai atauiterjalin 

bilaaterjadi hubunganakerja yangaefektif. Hubunganaikerja adalahaibentuk 

komunikasiiadministrasi yangimendukung tercapainyaikoordinasi.  



Kesimpulanigabungan dariipengertian koordinasiiyaitu usahaikerjaisama 

menyatukanmikegiatan-kegiatanmisehingga diperolehmikeserasian dalam 

pelaksanaanitugas atauikerja untukimencapai tujuanibersama secaraiefisien. 

Moekijata(1994, h.39)amenyebutkan adaa9a(sembilan) syaratauntuk 

mewujudkanikoordinasi yangiefektif,iyaitu 

1) Hubunganilangsung  

Bahwaakoordinasi dapatalebih mudahadicapai melaluiahubunganipribadi 

langsung.  

2) Kesempatanaawal  

Koordinasiadapat dicapaialebih mudahadalam tingkat-tingkataawal 

perencanaanidan pembuatanikebijaksanaan.  

3) Kontinuitasa 

Koordinasiimerupakan suatuiproses yangikontinu daniharusiberlangsung 

padaisemua waktuimulai dariitahapiperencanaan. 

4) Dinamismei 

Koordinasiaharus secaraaterus-menerus diubahamengingataperubahan 

lingkunganibaik internimaupuniekstern.  

5) Tujuanayangajelas  

Tujuaniyang jelasiitu pentingiuntuk memperolehikoordinasi yangiefektif.  

6) Organisasiiyangisederhana  

Strukturiiorganisasiiiyangiisederhanaiimemudahkaniikoordinasiiiiyang 

efektif.  

7) Perumusaniwewenang danitanggung jawabiyangijelas  

Wewenangiyang jelasitidak hanyaimengurangi pertentanganidiiantara 

pegawai-pegawaiayangaberlainan, tetapiajuga membantuamerekaadalam 

pekerjaanidengan kesatuanitujuan.  

8) Komunikasiiyangiefektif  

Komunikasiayang efektifamerupakan salahasatu persyaratanauntuk 

koordinasiiyangibaik.  

9) Kepemimpinanisupervisi yangiefektif  



Kepemimpinanayang efektifamenjamin koordinasiakegiatanaorang-orang, 

baikipada tingkatiperencanaan maupunipada tingkatipelaksanaan. 

Pajaka 

Pajakamerupakan iuranarakyat kepadaanegara berdasarkanaundang- 

undang,asehingga dapatidipaksakan, denganitidak mendapatibalas jasaisecara 

langsung. Pajakadipungut berdasarkananorma-normaahukum untukamenutup 

biayaiproduksi barangidan jasa kolektifiuntuk mencapaiikesejahteraaniumum. 

Penolakanauntukamembayar,apenghindaran,aatau perlawananaterhadapapajak 

padaiumumnya termasukipelanggaranihukum. 

PajakiDaerah 

Pajakadaerah adalahakontribusi wajibakepada daerahayang terutangaoleh 

pribadiiatau badaniyang bersifatimemaksa berdasarkaniundang-undangidengan 

tidakimendapatkan imbalanisecara langsungidan digunakaniuntukikeperluan 

daerahabagiasebesar-besarnya kemakmuranarakyat. Pajakadaerahatertuang 

dalamaUUaNo. 28aTahun 2009atentang pajakadaerah danaretribusiadaerah 

(PDRD). Pajakidaerah terdiriiatas: 

1. Pajakaprovinsi,acontoh: Pajakakendaraanabermotor, pajakabahanabakar 

kendaraanabermotor,arokok,akendaraan diaatasaair, danabea balikanama 

kendaraan.  

2. PajakaKabupaten/Kota,acontoh: pajakihotel, pajakirestoran, pajakihiburan, 

pajakireklame, pajakimineral bukanilogam danibatuan, pajakiparker, pajak 

airitanah, pajakisarang burungiwalet, pajakibumiidan bangunanipedesaan 

daniperkotaan, beaiperolehan hakaatas tanahadanabangunan, danapajak 

peneranganijalan. 

PajakiReklame 

Pajakareklame adalahapajak atasapenyelenggaraanareklame.aReklame 

adalahabenda,aalat, atauaperbuatan, atauaimedia yangaibentuk danaicorak 

ragamnyaidirancang untukitujuanikomersial,imemperkenalkan,imenganjurkan, 

mempromosikan,iatau untukimenarik perhatianiumum terhadapibarang,ijasa, 



orang, atauiiibadan, yangiiidapatiidilihat,iidibaca,iididengar,iidirasakan,iidan 

dinikmatiiolehiumum. 

METODE PENELITIAN 

 Penelitianmini menggunakanmpenelitian deskriptifmkualitatif.mTipe 

penelitianiidariiipenelitianiiiniiiadalahiiuntukiimengungkapkaniikejadianiiatau 

fakta,akeadaan,afenomena,avariabel danikeadaan yangiterjadi saatipenelitian 

berlangsungidengan menyuguhkaniapa yangisebenarnya terjadiisehinggaidapat 

ditarikikesimpulan. Penelitianiini menggunakanisumber dataiprimeriberupa 

wawancaraidengan pegawaiibadan danidinas terkaitiserta dataisekunderiyang 

berasalaidariaijurnalaidanailiterature.aiTeknikaiyang digunakaniiyaitu berupa 

wawancara,iobservasi, studisdokumen, danistudi pustaka. Teknikianalisisidata 

yangmdigunakan dalammpenelitian kualitatifmmencakup transkipmhasil 

wawancara, reduksiadata,aanalisis, penyajianidata danidari hasilianalisisidata 

yangikemudian dapatiditarikikesimpulan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Badan Pelayanan Pajak Daerahmdan DinasmPenanaman Modalmdan 

PelayananmTerpadu SatumPintu merupakanminstansi pemerintahanmyang 

bertugasasebagaiidesicionimaker yakniipembuat kebijakaniyang bergerakipada 

bidangapelayananapublik. Keduanyammemiliki keterkaitanmprogrammyakni 

pengelolaan pendapatan asli daerah berupa pajak reklame di kabupaten 

sidoarjo. Berdasarkan hasil penelitian tentang penanganan pajak reklame 

illegal, maka bentuk sinergitas kedua instansi tersebut berupa komunikasi dan 

koordinasi, yaitu : 

A. Komunikasi 

Dalamahal iniaKomunikasi dapatadi buktikanamelalui rekonsilisasiayang 

dilakukan tiap 2 bulan atau 3 bulan sekali. 

Komunikasi yang dimaksud yaitu BPPD mengadakan rekonsiliasi dengan 

DPMPTSP tiap 2 bulan atau 3 bulan sekali sebagai upaya yang dilakukan agar 



data yang dimiliki match dan terjalin komunikasi karena banyak wajib pajak 

yang di persil atau di lokasi milik sendiri tidak melakukan proses perizinan. 

Hasil rekonsiliasi setelah dipisah masih banyak yang belum izin terutama yang 

persil seperti nama-nama toko sehingga waktu orang tersebut datang untuk 

membayar pajak maka terlebih dahulu disuruh membuat surat pernyataan. 

Surat pernyataan merupakan suatu himbauan dari BPPD untuk  menyelesaikan 

proses perijinan. 

  



B. Koordinasi 

Dapatmdi simpulkanmbahwa koordinasimadalah sebuahmkegiatan yang 

terintegrasiiyang tidakidapat diipisahkan dariikomunikasi antaraisatuipihak 

denganipihak yangilain demiimencapai suatuitujuan. Artinyaidalamikesamaan 

sasaranaantara keduaiinstansi yaituiBadan PelayananaPajak Daerahadengan 

DinasiPenanaman Modalidan PelayananiTerpadu SatuiPintu adalahisama-sama 

ingin menyelesaikan masalah pajak reklame tanpa izin yang marak di 

kabupaten sidoarjo dapat dilakukan dengan komunikasi yang baik antara kedua 

instansi dengan pengadaan KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak) yaitu 

merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sebelum memberikan 

layanan publik tertentu guna mendapatkan keterangan status wajib pajaknya. 

Dimana KSWP ini bertujuan agar data yang masuk di BPPD akan dilanjutkan 

untuk difollow up DPMPTSP karena BPPD hanya bertindak sebagai pelayanan 

pajaknya saja serta koordinasi upaya sanksi hukum reklame tanpa izin yaitu di 

kabupaten sidoarjo yaitu BPPD akan koordinasi dengan DPMPTSP dan Satpol 

PP lalu customernya akan dipanggil. 

Data yang mendukung dengan penjelasan hasil wawancara yaitu berupa 

Data Target dan Realisasi Pajak Daerah sampai dengan 08 Juli 2020 dari Badan 

Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dimana dapat dijelaskan bahwa 

dengan adanya program-program sinergitas yang sedang dijalankan Badan 

Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo menjadikan realisasi 

pajak reklame mengalami peningkatan sehingga dapat melebihi target yang 

diharapkan. Target pajak reklame yang diharapkan yaitu Rp. 6.100.000.000 

menjadi Rp. 7.685.194.120 dihitung sampai dengan tanggal 08 Juli 2020. 

Jadi, Sinergitasnprogram ataunkegiatan yangndilakukan antaranBadan 

PelayananiPajak DaerahiKabupaten Sidoarjoidengan DinasiPenanamaniModal 

danmPelayanan TerpadumSatu PintumKabupatennSidoarjo. Dalamnbentuk 

sinergitasnBadan PelayanannPajak Daerahntelah melakukannbeberapanhal 

diantaranyanmembantu parancustomer menemukannapa kendalanya,njika 

kendalanyankarena tidaknmengurus izinnmaka akannmengharuskannpara 



customer untuk membuat surat pernyataan yang berupa himbauan serta akan 

diarahkan ke DinasnPenanaman Modalndan PelayanannTerpadu SatunPintu 

untukimenyelesaikan persoalan perizinan reklame tersebut. 

Upaya penerapan sanksi hukum terhadap reklame tanpa izin di kabupaten 

sidoarjo yaitu BPPD akan koordinasi dengan DPMPTSP dan Satpol PP lalu 

customernya akan dipanggil untuk dilihat berapa lama waktu pemasangan 

reklamenya lalu dicocokkan dengan data dari survey yang pernah dilakukan 

pihak instansi sebagai bukti untuk membayar pajak. Jika nantinya pajak 

tersebut tanpa izin maka akan diarahkan ke DPMPTSP namun jika diketahui 

kalau tempat pemasangan reklame tersebut dilarang maka tugas Satpol PP 

untuk eksekusi seperti memotong reklame, melepas, dan lain sebagainya. 

Terutama reklame persil yang menurut para customer tidak kena pajak padahal 

menurut aturan jika ada materi yang ditayangkan maka sudah termasuk pajak 

dan harus wajib membayar pajak. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkanahasil analisisamengenai sinergitasaatau kerjaasamaaantara 

BadanmPelayanan PajakmDaerah denganmDinas PenanamanmModal dan 

PelayananiTerpadu SatuiPintu dalamimenangani masalahipajak reklameiillegal 

diaKabupaten Sidoarjoidan upayaipenerapan sanksiihukum terhadapireklame 

tanpaiizin diikabupaten sidoarjoiadalah  

1. Berdasarkaniteori yangidigunakan terdapatipoin tentangikomunikasi 

antarminstansi, dalammhal inimkedua instansimsudahmmelakukan 

komunikasimyang baikmnamun masihmbelum berjalanmoptimal, 

mengingatvdata penggunavreklame belumvsaling terintegrasivdan 

masihimemakai peraturanidan sistemisendiri-sendiri. 

2. Berdasarkanvpoin tentangvkoordinasi keduavinstansi sudahvbekerja 

samavdalam halapengadaan KSWPa(KonfirmasiiStatus WajibiPajak). 

Tapiasebatas hanyaaproses pengintegrasian data belum termasuk 



dalam upaya yang dilakukan agar customer tetap membayar pajak 

namun juga tidak dipersulit dalam proses perizinan reklame. 

3. Dari segi sumber daya manusia (SDA) sangat terbatas di instansi 

DinasmPenanaman Modalmdan PelayananmTerpadu SatumPintu 

Kabupaten Sidoarjo dalam penanganan pajak reklame. 

4. Bentuk sinergitas Badan Pelayanan Pajak Daerah telah melakukan 

beberapa hal diantaranya rekonsiliasi dan pengadaan KSWP 

(Konfirmasi Status Wajib Pajak) serta membantu para customer 

menemukan apa kendalanya, jika kendalanya karena tidak mengurus 

izin maka akan mengharuskan para customer untuk membuat surat 

pernyataan yang berupa himbauan serta akan diarahkan ke Dinas 

PenanamanmModal danmPelayanan TerpadumSatu Pintumuntuk 

menyelesaikanipersoalan perizinanireklameitersebut. 

5. Upaya penerapan sanksi hukum terhadap reklame tanpa izin di 

kabupaten sidoarjo yaitu BPPD akan koordinasi dengan DPMPTSP 

dan Satpol PP lalu customernya akan dipanggil untuk dilihat berapa 

lama waktu pemasangan reklamenya lalu dicocokkan dengan data dari 

survey yang pernah dilakukan pihak instansi sebagai bukti untuk 

membayar pajak. Jika nantinya pajak tersebut tanpa izin maka akan 

diarahkan ke DPMPTSP namun jika diketahui kalau tempat 

pemasangan reklame tersebut dilarang maka tugas Satpol PP untuk 

eksekusi seperti memotong reklame, melepas, dan lain sebagainya. 

Saran 

Berdasarkanikesimpulanidiatas, makaipeneliti memberikanisaraniterkait 

sinergitasiatau kerjaasama antaraaBadan PelayananaPajak Daerahadengan 

DinasiPenanaman Modalidan PelayananiTerpadu SatuiPintu dalamimenangani 

masalahipajak reklameiillegal diiKabupaten Sidoarjoidan upayaipenerapan 

sanksi hukumiterhadap reklame tanpa izin di kabupaten sidoarjo yaitu sebagai 

berikut : 

1. Agar DinasaPenanaman Modaladan PelayananaTerpadu SatuaPintu 

menambahipegawai yangamenangani reklameiserta lebihiaktif memberi 



sosialisasi terkait pentingnya perizinan reklame dan proses perizinan 

dapat lebih dipermudah sehingga banyak customer yang mengikuti 

aturan kepemilikan izin reklame. 

2. Jika DinasiPenanamaniModaladan PelayananaTerpadu SatuaPintu tidak 

dapat memenuhi Tupoksi yang ada maka lebih baik agar mendelegasikan 

tugas tersebut kepada BadaniPelayananiPajakiDaerah. 

3. AgariBadan PelayananiPajak Daerahidapat segera melakukan KSWB 

(Konfirmasi Status Wajib Pajak) sehingga data dapat terintegrasi dengan 

DPMPTSP agar reklame tanza izin segera ditindak lebih lanjut. 

DAFTAR PUSTAKA 

7.BAB II. (n.d.). Retrieved 03 12, 2020, from Telaah Pustaka Koordinasi: 

administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id 

BAB II. (n.d.). Retrieved 03 12, 2020, from Kajian Teori Konsep Kebijakan 

Publik: eprints.uny.ac.id 

BAB III. (n.d.). Retrieved 03 12, 2020, from Metode Penelitian: digilib.unila.ac.id 

birokrazy08. (2010, 12 21). Administrasi Publik. Retrieved 06 10, 2020, from 

https://birokrazy08.wordpress.com/2010/12/21/administrasi-publik/ 

Fahmi, N. (2017). PROSEDUR PENERIMAAN PAJAK REKLAME PADA 

DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER. 

Hatmoko, A. T. (2017). EVALUASI KINERJA PENGAWASAN PAJAK 

REKLAME DI KABUPATEN SIDOARJO (STUDI PADA DINAS 

PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN 

SIDOARJO). 1-18. 

Indriawati, Y. N., & Fauziah, L. (2017). Akuntabilitas Perizinan 

Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Sidoarjo . JKMP (JURNAL 

KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PUBLIK) , 45-55. 

Pajak, D. J. (n.d.). djp. Retrieved 03 12, 2020, from pajak: 

https://pajak.go.id/id/pajak 



Putri, N. I., & Ma’ruf, S.Sos., M.AP., M. F. (2018). ANALISIS PENGARUH 

PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH 

KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2013-2017. Jurnal Unesa, 7. 

Rahmawati, T., Noor, I., & Wanusmawatie, I. (2014). Sinergitas stakeholders 

dalam inovasi daerah. Jurnal Administrasi Publik (JAP), 641-647. 

Ratdiananto, A., Al Musadieq, M., & Hidayat, K. (2016). ANALISIS LAJU 

PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK 

REKLAME TERHADAP PENDAPATAN PAJAK DAERAH . Jurnal 

Perpajakan (JEJAK), 1-6. 

RI), B. P. (2017). JDIH BPK RI DATABASE PERATURAN. Retrieved 06 18, 

2020, from Perbup kabupaten sidoarjo nomor 16 tahun 2019: 

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/121710/perbup-kab-sidoarjo-no-

16-tahun-2019 

RI, B. (2017). JDIH BPK RI DATABASE PERATURAN. Retrieved 03 12, 2020, 

from perbup kabupaten sidoarjo no 44 tahun 2014: 

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/31413 

SATRIYA, A. (2014). OPTIMALISASI PENGAWASAN PERIJINAN REKLAME 

DI DINAS PERIJINAN KABUPATEN SIDOARJO . jurnal UPN, 28. 

Sidoarjo, B. P. (2017). Pajak Reklame. Retrieved 03 12, 2020, from Perda nomor 

7 tahun 2011: https://pajakdaerah.sidoarjokab.go.id/web/pajak-reklame/ 

Widowati, S. (2015). ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK REKLAME DALAM 

MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN 

SIDOARJO TAHUN 2011-2013 . 22. 

 


